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Terjadi suatu perkara pembagian harta warisan yang dilakukan satu orang di mana 
penggugat meminta haknya sebagai ahli waris tetapi tergugat tidak mau membagi 
harta warisan kepada ahli waris yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui proses pembagian warisan menurut hukum Islam adat dan 
KUHPerdata, untuk mengetahui hakim dalam menentukan pembuktian atas 
perkara pembagian harta warisan, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan atas perkara pembagian harta warisan. Metode penelitian 
menggunakan metode pendekatan deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan 
data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi 
kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan wawancara. Dengan 
menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penggugat dan tergugat merupakan ahli waris yang sah, proses pembagian harta 
warisan dilakukan oleh penggugat dan tergugat, pertimbangan hakim terlihat pada 
proses pembuktian di persidangan, dalam persidangan penggugat dapat 
membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan penggugat dikabulkan untuk 
sebagian, tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, 
dihukum untuk membagi harta warisan sesuai dengan isi dari surat wasiat. 
  




There was a division of the inheritance was one in which the plaintiff to assert 
their rights as heirs but the defendant refused to divide the inheritance to the heirs 
of the other. This study aims to determine the inheritance according to Islamic law 
and customs of the Civil Code, to find evidence of the judge in determining the 
distribution of the estate, to find out the considerations judges in decisions on the 
distribution of the estate. The research method using descriptive approach. Using 
the data type of the primary and secondary data. Data collection techniques used 
by library research, documentation, questionnaires and interviews. Using 
qualitative data analysis. The results showed that the plaintiff and the defendant 
was the rightful heir, the division of the estate is done by the plaintiff and the 
defendant, judgment judge looks at the evidence in the trial, during the trial the 
plaintiff can prove the argument of the lawsuit, the plaintiff's claim is granted in 
part, the defendant declared committed acts against the law, was sentenced to 
divide the estate in accordance with the contents of the will. 
 
Keywords: Buy sell land rights, Projected in State Court Lawsuit 
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1.  PENDAHULUAN 
Warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum 
dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan akibat 
meninggalnya seseorang.
1
 Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban  
sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Menurut Ali 
Afandi hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana 
berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang 
kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang 
yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka 
sendiri, maupun dengan pihak ketiga. 
2
 
Sistem hukum  Indonesia  masih terjadi  kemajemukan  tatanan hukum. 
Masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku  dan diterima 
oleh masyarakat  Indonesia,  yaitu bagi warganegara Indonesia asli masih tetap 
berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang 
bersifat patrilinial, matrilineal, dan parental/bilateral. Di samping itu bagi 
keluarga-keluarga Indonesia yang mentaati hukum agamanya, melaksanakan 
pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Bagi keturunan eropa 
dan timur asing masih tetap berlaku hukum waris perdata yang diatur dalam 
KUHPerdata/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII.
3
 
Mengenai ketentuan hukum waris dapat kita lihat dalam Pasal 830 
KUHPerdata, bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan 
demikian pengertian hukum waris menurut KUHPerdata, ialah tanpa adanya 
orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada masalah 
pewarisan.
4
 Menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, semua ahli waris 
dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta 
kekayaan peninggalan pewaris. Menurut ketentuan Pasal 874 KUHPerdata juga 
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menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik 
semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah.
5
 
Terdapat unsur-unsur hukum waris dalam KUHPerdata, yakni pewaris, 
ahli waris dan harta warisan.
6
 Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan 
memiliki harta peninggalan. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari 
pewaris, harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan 
intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan.
7
 
Ketentuan tentang pembagian warisan (boedel-scheiding) sebagaimana 
yang disebutkan dalam Pasal 1069 KUHPerdata, sesungguhnya bukan semata-
mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan harta boedel, 
yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta bersama 
perkawinan, harta warisan. Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris dapat 
bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada di 
tempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa 
oleh para waris sendiri.
 8
 
Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-
hari.  Masalah  ini sering  kali  muncul  karena  adanya  salah  satu  ahli waris 
yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya Hal  ini 
timbul  dari  sifat  serakah  manusia  yang  berkeinginan  untuk  selalu 
mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh. Untuk mendapatkan harta 
warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala 
cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuanya, baik melalui jalan hukum  
maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan 
dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para 
pihak yang melakukan perbuatan tersebut. 
Proses penyelesaian perkara pembagian harta warisan, apabila ada salah 
satu diantara ahli waris lainnya untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan 
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jumlah yang diinginkan dengan menempuh jalan yang melawan hukum yaitu 
dalam hal ini salah satu di antara ahli waris telah menguasai harta waris berupa 
peruasahaan anggur merk Wan Nen Cap Lontjeng dan bersama-sama dengan ahli 
waris lainnya menikmati hasil dari perusahaan anggur tersebut namun ada salah 
satu dari ahli waris yang tidak menerima hasil dari perusahaan anggur tersebut 
sehingga merasa dirugikan. 
Ahli waris yang merasa dirugikan agar dapat memperoleh hak warisnya 
dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan 
dalam KUHPerdata Pasal 834 yang berbunyi:  
“Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak 
warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, 
baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta 
peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan 
penguasaannya…”. 
 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses 
pembagian harta warisan menurut hukum Islam, adat, dan KUHPerdata/BW?  
(2) Bagaimanakah hakim menentukan atas perkara pembagian harta warisan?  
(3) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara 
pembagian harta warisan? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui proses pembagian 
harta warisan menurut hukum Islam, adat, dan KUHPerdata/BW. (2) Untuk 
mengetahui Hakim menentukan pembuktian atas perkara pembagian harta 
warisan. (3) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
atas perkara pembagian harta warisan. 
Manfaat penelitian ini adalah: (1) Manfaat bagi ilmu pengetahuan, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum yang 
mengatur proses penyelesaian sengketa dalam perkara pembagian harta warisan. 
(2) Manfaat bagi pribadi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar 
penulis lebih memahami dengan baik mengenai proses penyelesaian sengketa 
dalam perkara pembagian harta warisan. (3) Manfaat bagi masyarakat, penelitian 
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ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan 
pencerahan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi 
dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk warga masyarakat 
dalam menyelesaikan sengketa  pembagian harta warisan. 
 
2.  METODE PENELITIAN 
Metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian menggunakan 
metode normatif. Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 
perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah /norma merupakan 
patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
9
 Dalam penelitian ini, penulis 
akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam 
peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses 
penyelesaian sengketa pembagian harta warisan. 
Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelititan deskriptif 
ini pada umumnya bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan 
akurat terhadap suatu obyek tertentu.
10
 Yang dalam penelitian ini, penulis akan 
mendeskripsikan mengenai proses penyelesaian sengketa pembagian harta 
warisan. 
Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Data sekunder yang berupa 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data 
primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, 
yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. 
Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Dengan 
menganalisis data sekunder yang dihubungkan data primer, kemudian dilakukan 
pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya 
dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. 
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3.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam, Hukum Adat dan 
KUHPerdata/BW 
Hukum waris menurut KUH Perdata berlaku asas “apabila seseorang 
meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih 
kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban dimaksud, yang beralih 
kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak 
dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.
11
 
Menurut Ali Afandi hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-
ketentuan dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di 
dalam bidang kebendaan, diatur yaitu: akibat dai beralihnya harta peninggalan 
dari seorang yang meninggal kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya 
antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.
12
 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di 
Pengadilan Negeri Surakarta, dengan melakukan wawancara terhadap salah satu 
Hakim yang bernama Bapak Subur Susatyo, SH. Beliau menyebutkan bahwa 
proses pewarisan itu terjadi apabila terdapat seseorang yang meninggal dunia, 
maka itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. 
Selain itu, apabila membicarakan masalah warisan maka akan sampai pada empat 
masalah pokok dimana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat terpisahkan. 
Masalah pokok tersebut adalah: pertama adanya seseorang yang meninggal dunia, 
kedua ia meninggalkan harta peninggalan, masalah pokok yang ketiga adalah 
meninggalkan orang-orang yang mengurusi dan berhak atas harta peninggalan 
tersebut (ahli waris), dan masalah pokok yang keempat yang tidak kalah 
pentingnya adalah keharusan adanya hukum kewarisan yang menentukan siapa 
saja ahli waris dan berapa bagian masing-masing.
 13
 
Dalam  sistem hukum  Indonesia  masih terjadi  kemajemukan  tatanan 
hukum. Mengenai masalah pembagian warisan ada tiga sistem hukum waris 
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yang berlaku dan diterima oleh masyarakat  Indonesia,  yaitu: pembagian harta 
warisan menurut hukum Islam, pembagian harta warisan menurut hukum adat dan 
pembagian harta warisan menurut hukum perdata/BW. Pembagian harta waris 
dalam islam telah ditetukan dalam Al-Quran surat An-Nisa secara gamblang, 
dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada 
pihak yang mendapatkan setengah  (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), 
duapertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). 
Pembagian warisan dalam hukum adat, yaitu sistem kewarisan kolektif, 
kewarisan mayorat, dan kewarisan individual.
14
 Sistem Kolektif, apabila para ahli 
waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) 
dari pewaris yang tidak terbagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian 
disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak 
boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk 
memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya 
(Minangkabau: “ganggam bauntui”). Sistem Kewarisan Mayorat, Apabila harta 
pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak 
pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak 
tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang 
pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan 
tersebut disebut “kewarisan mayorat”.  
Sistem Individual, apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki 
secara perorangan dengan “hak milik”, yang berarti setiap waris berhak memakai, 
mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah 
pewaris wafat, maka kewarisan demikian disebut “kewarisan individual”. Sistem 
kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental. 
Menurut KUH Perdata, ahli waris dibagi menjadi 4 (empat) golongan I,  golongan 
II, golongan III dan golongan IV. Pembagian warisan menurut KUH Perdata pada 
prinsipnya diutamakan golongan pertama. 
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Hakim dalam Menentukan Pembuktian Atas Perkara Pembagian Harta 
Warisan 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di 
Pengadilan Negeri Surakarta, dengan melakukan wawancara terhadap salah satu 
Hakim yang bernama Bapak Subur Susatyo, SH. Beliau menyebutkan bahwa 
Pembuktian mempunyai arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup 
kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian 
tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sesuai dengan asas pembuktian yang 
berlaku dalam hukum acara perdata, berlaku ketentuan yang menyatakan barang 
siapa yang menggugat dia yang punya kewajiban membuktikan. Jadi hakim itu 
mengabulkan tidaknya gugatan itu tergantung pembuktian dari penggugat lewat 
alat bukti surat maupun saksi. Hal tersebut sudah diatur dan dijelaskan dalam 
ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan bahwa ”Barang siapa 
menyatakan mempunyai suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk 
meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah 
membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”.15 
Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 
17/Pdt.G/2013/PN. Ska mengenai proses penyelesaian sengketa dalam perkara 
pembagian harta warisan dalam sidang pemeriksaan Majelis Hakim telah 
memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan 
Tergugat. Setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat dan 
Jawaban/Bantahan dari Tergugat serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti 
tertulis yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan, 
maka berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut dapat diambil 
kesimpulan tentang hasil pembuktian dan telah diperoleh fakta-fakta hukum 
sebagai berikut: 
Pertama, benar berdasarkan bukti P–3 berupa Akta Kelahiran Angka 
604/1957 tanggal 26 Oktober 1957 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa 
Tjatatan Sipil Surakarta disebutkan pada tanggal 16 Agustus 1957 telah lahir 
HIOE, LIONG TUNG anak laki-laki dari suami isteri Hioe Haij Jan dan Lie, 
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Joe Moy, dan P–4 berupa Kartu Keluarga No. 3372041103086039 atas nama 
Hioe Liong Tung dalam kolom nama orang tua tertera nama ayah Hioe Haij 
Jan dan nama ibu Lie Joe. Sehingga Penggugat merupakan anak sah serta 
merupakan salah satu ahli waris dari orang tua bernama Hioe Haij Jan dan Lie 
Joe Moy. 
Kedua, benar berdasarkan bukti P–7 yang berupa Surat Wasiat Akta 
Notaris Nomor 21 tanggal 13 Maret 1972  yang dibuat oleh alm. Hioe Hoy 
Jan telah diwasiatkan Perusahaan Anggur “WAN NEN” Cap Lonceng akan 
diberikan kepada istrinya Lie Joe Moy dan keempat anak laki-lakinya 
bernama Hioe Liong Hiang (Tergugat I), Hioe Liong Fen, Hioe Liong Wie 
dan Hioe Liong Tung (Penggugat). 
Ketiga, benar berdasarkan bukti P. 13 yang dikuatkan keterangan saksi 
Penggugat bernama The Hin Ti dan Alandriek Tjandra ternyata sejak tahun 
1982 sampai dengan sekarang perusahaan hanya dikelola oleh Tergugat I dan 
hasilnya dinikmati bersama oleh Tergugat I, II, III, IV dan V, sedangkan 
untuk Penggugat sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk bersama-sama 
mengelola perusahaan tersebut dan hanya diberikan hasil dari perusahaan ala 
kadarnya yang sangat merugikan Penggugat, karenanya perbuatan Tergugat I 
yang mengelola sendiri perusahaan dan menikmati hasilnya bersama Tergugat 
II, III, IV dan V sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang tergolong dalam 
perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. 
Keempat, atas bantahan Tergugat I, II, III, IV dan V yang menyatakan 
perusahaan adalah milik Tergugat I secara perorangan ternyata dari bukti yang 
diajukan tidak ada satupun yang menerangkan atas kepemilikan perusahaan 
tersebut oleh Tergugat I. 
Kelima, Tergugat I, II, III, IV dan V tidak dapat membuktikan dalil 
bantahannya yang menyatakan Perusahaan Anggur “WAN NEN” Cap 
Lontjeng adalah perusahaan miliknya sendiri, karenanya Majelis Hakim 
berpendapat Perusahaan Anggur “WAN NEN” Cap Lontjeng adalah harta 
peninggalan alm. Hioe Hoy Jan. 
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Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Atas Perkara Pembagian Harta 
Warisan 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di 
Pengadilan Negeri Surakarta, dengan melakukan wawancara terhadap salah satu 
Hakim yang bernama Bapak Subur Susatyo, SH. Beliau mengatakan bahwa 
apabila dalam pemeriksaan perkara telah selesai, maka sebelum menjatuhkan 
putusan terhadap suatu perkara Majelis Hakim berkewajiban untuk merumuskan 
pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dimana nantinya pertimbangan 
hukum itu akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan atau 
penjatuhan putusan dari perkara tersebut.
16
 
Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang 
akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan mengenai proses 
penyelesaian perkara pembagian harta warisan sebagaimana yang tertuang dalam 
Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN. Ska. Berdasarkan pada pemeriksaan 
persidangan tersebut dapat diambil Kesimpulan tentang Hasil Pembuktian dan 
telah diperoleh Fakta-Fakta Hukum bahwa terbukti telah terjadi peristiwa 
Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana sesuai dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 
Adapun inti pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut: 
Berdasarkan keseluruhan pertimbangan alat bukti yang diajukan 
Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut diatas Majelis Hakim 
berkesimpulan pemilik Perusahaan Anggur ”WAN NEN” Cap Lontjeng 
berdasarkan bantahan Tergugat I, II, III, IV dan V yang menyatakan 
perusahaan adalah milik Tergugat I secara perorangan ternyata dari bukti yang 
diajukan tidak ada satupun yang menerangkan atas kepemilikan perusahaan 
tersebut oleh Tergugat I, karena dari bukti TI-V.2 yang menyatakan Hioe Hay 
Jien (Jan) adalah pemilik Perusahaan Pabrik Anggur merek “JAN NEN” Tjap 
Lontjeng begitu pula dengan bukti TI-V. 3 sampai dengan TI-V. 5 dan TI-V. 8 
sampai dengan TI-V. 21 yang hanya berupa perijinan perusahaan tersebut dan 
tidak ada satupun yang menerangkan kepemilikan Perusahaan Anggur 
tersebut merupakan milik pribadi Tergugat I, dengan demikian Tergugat I, II, 
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III, IV dan V tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karenanya Majelis 
Hakim berpendapat Perusahaan Anggur “WAN NEN” Cap Lontjeng adalah 
harta peninggalan alm. Hioe Hoy Ja. 
Pertimbangan hukum di atas telah terbukti secara jelas bahwa 
Perusahaan Anggur “WAN NEN” Cap Lonceng adalah harta peninggalan 
alm. Hioe Hoy Jan (ayah Penggugat dan Tergugat I) dan berdasarkan bukti P. 
7 yang berupa Surat Wasiat Nomor 21 tanggal 13 Maret 1972 perusahaan 
tersebut telah diwasiatkan akan diberikan kepada isterinya (Lie Joe Moy) dan 
keempat anak laki-lakinya bernama Hioe Liong Hiang, Hioe Liong Fen, Hioe 
Liong Wie dan Hioe Liong Tung dengan bagian yang sama, dan oleh karena 
Lie Joe Moy sudah meninggal dunia maka perusahaan tersebut adalah hak 
dari keempat anak laki-laki tersebut. 
Berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat 
Penggugat (Hioe Liong Tung) adalah anak sah pasangan Hioe Hoy Jan dan 
Lie Yoe Moy dan oleh karena kedua orang tuanya tersebut telah meninggal 
dunia, maka Penggugat adalah ahli waris sah dari Hioe Hoy Jan dan Lie Yoe 
Moy dan berhak atas warisan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Wasiat 
Akta Notaris Nomor 21 tanggal 13 Maret 1972. Pada intinya menyatakan 
bahwa Perusahaan Anggur “WAN NEN” Cap Lonceng merupakan harta 
peninggalan alm. Hioe Hoy Jan, dan karena telah terbukti Penggugat adalah 
ahli waris alm Hioe Hoy Jan, maka ia juga berhak atas harta peninggalan alm. 
Hioe Hoy Jan tersebut yang berupa Perusahaan Anggur “WAN NEN” Cap 
Lonceng tersebut. 
Berdasarkan hasil analisis di atas dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN. Ska pada pokoknya Penggugat dapat 
membuktikan atas dalil gugatan yang diajukannya bahwa Penggugat merupakan 
salah satu ahli waris sah HIOE HOY JAN dan LIE JOE MOY dan berhak atas 
harta peninggalan berupa Perusahaan Anggur “WAN NEN” Cap Lonceng. 
Sehingga terbukti telah terjadi peristiwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana 
dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu dengan 
menghilangkan hak dari Penggugat sebagai ahli waris atas harta warisan yaitu 
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Perusahaan Anggur “WAN NEN” Cap Lonceng, yang dikelola oleh Tergugat 
I dan hasilnya dinikmati bersama oleh Tergugat I, II, III, IV dan V, sedangkan 
untuk Penggugat sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk bersama-sama 
mengelola perusahaan tersebut dan hanya diberikan hasil dari perusahaan ala 
kadarnya yang sangat merugikan Penggugat. 
 
4.  PENUTUP 
Kesimpulan 
Pertama, pembagian harta warisan menurut Hukum Islam, Hukum Adat 
dan KUHPerdata/BW. Sistem hukum  Indonesia  masih terjadi  kemajemukan  
tatanan hukum. Masalah pembagian warisan ada tiga sistem hukum waris yang 
berlaku dan diterima oleh masyarakat  Indonesia. Berdasarkan pada Putusan 
Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Ska mengenai sengketa pembagian harta warisan 
milik orang tua yang bernama HIOE HOY JAN dan LIE JOE MOY yang 
keduanya sudah meninggal dunia, meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-
laki. Berdasarkan pembagian harta warisan menurut hukum islam, adat, 
maupun perdata harta warisan tersebut harus dibagi sama rata kepada 4 (empat) 
orang anaknya dengan bagian yang sama besarnya. 
Kedua, hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara pembagian 
harta warisan. Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut telah 
diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada intinya Penggugat mampu membuktikan 
dalil-dalil gugatannya dan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil 
bantahannya. Dengan demikian dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim 
dapat mengambil Kesimpulan tentang Hasil Pembuktian yaitu terbukti telah 
terjadi peristiwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana sesuai dalam Pasal 
1365 KUHPerdata, yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu dengan 
menghilangkan hak dari Penggugat sebagai ahli waris atas harta warisan yaitu 
Perusahaan Anggur “WAN NEN” Cap Lonceng, yang dikelola oleh Tergugat 
I dan hasilnya dinikmati bersama oleh Tergugat I, II, III, IV dan V, sedangkan 
untuk Penggugat sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk bersama-sama 
mengelola perusahaan tersebut dan hanya diberikan hasil dari perusahaan ala 
kadarnya yang sangat merugikan Penggugat. 
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Ketiga, hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara pembagian harta 
warisan. Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut diperoleh Fakta-
Fakta Hukum dan Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian 
yang pada intinya Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka 
selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya 
yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan mengenai proses 
penyelesaian perkara pembagian harta warisan sebagaimana yang tertuang dalam 
Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2013/PN. Ska. Majelis Hakim telah mengambil 
pertimbangan hukum bahwa Perusahaan Anggur “WAN NEN” Cap Lonceng 
adalah harta peninggalan alm. Hioe Hoy Jan (ayah Penggugat dan Tergugat I) 
dan berdasarkan bukti P. 7 yang berupa Surat Wasiat Nomor 21 tanggal 13 
Maret 1972 perusahaan tersebut telah diwasiatkan akan diberikan kepada 
isterinya (Lie Joe Moy) dan keempat anak laki-lakinya bernama Hioe Liong 
Hiang, Hioe Liong Fen, Hioe Liong Wie dan Hioe Liong Tung dengan bagian 
yang sama, dan oleh karena Lie Joe Moy sudah meninggal dunia maka 
perusahaan tersebut adalah hak dari keempat anak laki-laki tersebut, 
karenanya perbuatan Tergugat I yang mengelola sendiri perusahaan dan 
menikmati hasilnya bersama Tergugat II, III, IV dan V sejak tahun 1982 
sampai dengan sekarang tergolong dalam perbuatan melawan hukum 
sebagaimana sesuai dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang merugikan Penggugat. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan ini Majelis 
Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan 
Penggugat untuk sebagian; (2) Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V secara 
bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum; (3) Menyatakan 
secara hukum Penggugat merupakan ahli waris sah HIOE HOY JAN dan LIE 
JOE MOY dan berhak atas harta peninggalan berupa Perusahaan Anggur 
“WAN NEN” Cap Lonceng sesuai Akta Notaris No. 21 tanggal 13 Maret 
1972 dan atau hasil usaha dari Perusahaan Anggur “WAN NEN” Cap 
Lonceng tersebut; (4) Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V (Para 
Tergugat) memasukkan Penggugat secara hukum dan mencatatkan Penggugat 
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secara Notariil dan atau bagian seperempat atas Perusahaan Anggur “WAN 
NEN” Cap Lonceng yang berdomisili di Surakarta; (5) Menghukum kepada 
Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar biaya 




Pertama, untuk Penggugat dalam mengajukan gugatan atas pembagian 
harta warisan harus berdasarkan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung 
jawabkan. Karena dalam hal ini Penggugat dalam pemeriksaan pembuktian di 
persidangan harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga apabila 
Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan Penggugat akan 
dikabulkan. 
Kedua, untuk Tergugat apabila membantah dalil gugatan Penggugat dan 
menyatakan bahwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas pembagian 
harta warisan maka harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, sehingga dalam 
pemeriksaan pembuktian dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil 
bantahan/sangkalannya. 
Ketiga, untuk Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan 
mengadili perkara gugatan atas pembagian harta warisan, diharapkan harus cermat 
dan teliti dalam memeriksa perkara tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian 
dipersidangan Majelis Hakim dapat melihat apakah Penggugat bisa membuktikan 
dalil gugatannya atau tidak. 
Keempat, untuk masyarakat secara umum diharapkan apabila dalam 
melakukan pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan sesuai dengan apa yang 
telah diperjanjikan/diwasiatkan oleh pewaris dengan ahli waris. Sehingga dalam 
pembagian tersebut masing-masing ahli waris mendapatkan bagian harta warisan 
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